BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINS! SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 44 [Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

DENETAPAN PENGCUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA KANTOR CAMAT PANCUNG S0OAL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025, perlu menunjuk dan
menetapkan Pengguna  Anggaran dan
Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat
Pancung Scal Tahun Anggaran 2025,

b,  bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, periu
menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara
Pengeluaran pada Kantor Camat Pancung Soal
Tahun Anggaran 2025,

Mengingat ' 1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856,

2.,  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022
tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
160, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6806);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024



tentang kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
BAT0);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
5019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 6322}

5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah, sebagaimana ielah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

6 Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman  Teknis
Pengelolann Keuangan Daerah;

7 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

g, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 5 Tahun 2024 tentang AngRATAT
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025,

MEMUTUSEAN :

Menetapkan

KESATU . Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara
Pengeluaran pada Kantor Camat Pancung Soal Tahun
Anggaran 2025, sebagaimana ftercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Bupati ini,

KEDUA . Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran
sehagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
melaksanakan tugas dan fungsinya maging-masing
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA - Segala haya yang dmbul akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Qelatan Tahun  Anggaran 2025, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran pada kantor Camat Pancung
Soal.



KEEMPAT . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Januarn 2025

RUSMA YUL ANWAR
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KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
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PFENETAPAN PERGULINA ANCEGARAN DAN HENTIHAR

A TENGELUARAN PADA RANTUR CAMAT PANCUNG SOAL TAHUR ANGEARAN 2025
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e TTRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN AERAH RABUPATEN,KOTA

Kegiatan Pereiicanmar, Periganggarn dan Evaluas Kliera Perangiol Derrali

HKegintan Adminisleas Keuangan Peiangkal Dacmab

Kegintan Administrasi Unium Peranghkat Daeral

Kegiatan Administrast Barang Milik Daerah pada Perungkat Daerah

Kegiatan Penyedinan Jas Ponunjang Urussn Pemerintah Daerah

Kegintan Pemeliharaan Barang ailik Daerah Penunjang Urusan pPemerintah Dasrah

PROGRAM FENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIX

1. Kegintan Penyelenggarmsn Urasan Pemetintahan yang Tidak [Hlaksanaknn oleh Unit Kerja
Persmghat Daerah yomg Ada di Kecnmuatan )

2. Wregintan Prlaksansan Lindisan Pemserintahan yung dilimpahion kepada Camal

PRUEGRAM PEMBERDAY AAN RASY ARAKAT TIESA DAN KELURAHAN

1. Kepiatan Koordinasi Eegialamn Permberduyaan Desi

- T T ol i

PROGEAM KOODRDINAS] KETENTEAMAN DAN KETERTIHAN LML

{, Koordinmsi Upays Penyelenggiaraan Kelenframail dam Ketertiban Limum

PROGRAM PENYELENGGARAAN LRUSAN PEMERINTAHAN UMUM

|, Heglatan Peoyelenggaran Unsan pegnerintahan Umum sesual Penugasan Kepali Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN TESA

1. Kegiatan Fasilitnag, Rekomenias dan Koordinasi Pembinasn dan Pengasnsan Prmenntaban
Dena

RUSMA UL ANWAR




